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CS5R di Indonesia : Sinkronisasi 150 26000 dan Regulasi
Kebijakan

Oleh : Sumantri Raharjo

This paper aftempis o inftiate the synchronization of the regulatory
policy of CSR in fndormesic with social responsibility. guidelines
contained fin IS0 260060, It ix based on the confusion many corporations
agains! government policies that are considered less relevant o the
condition of corporations, it will be better that all stakefolders sets a
problem solving forwm ta formulate CSR's law and nerms New
regulation based on (50 26000 will brimg new concepr and application
af CSK in the future.
Keyword
sustainability development, corporate soclal responsibilfty, 130 26000

PENDAHULUAMN

[su tentang tanggunggawab social di Indonesia mencapai ik yang
membingungkan industri ketika 150 26000 mulai dirilis pada Bulan November
20010 wang lalu. Hal ini berkaitan dengan regulasi yvang dimsa kurmang relevan
dengan pedoman tanggung jawab sosial secara internasional tersebut. Selain itu isi
dari regulasi tidak mengatur sccara jelas tentang kritena perscroan yang berkaitan
dengan sumber daya alam, serta alokasi biaya CSE vang harus ditanggung
perusahaan yang memberatkan.

Lambannyn reaksi pemerintoh dalam merespon kehadiran 150 26000
membunt banyak asosiasi perusahaan dan kalongan pengusahn cenderung bersikap
pro aktif dalam merespon dan melakukan sosialisasi internal dan ekstermal di
kalangan mercka, Schaginn besar mencan informasi sendin melalui forum-forum
seminar atau workshop tentang 150 26000, dan schagian mencoba untuk mengkayi
sendiri tentang 1si dari pedoman standar CSR tersebut.

Kelompok Usaha Bakrie melalui websitenya {www bakrie-brothers.com)
menvatakan  bahwa mercka  telah  menerapkan CSR berbosis IS0 26000
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berlandaskan Good corporate Governanee (GCG). Sementara i, pengurus Kamar
Dagang dan Industn (Kadin) pusat dalam websitenya menyatakan bahwa mereka
memerlukan pedoman CSR vang  sesuai dengan 150 26000 (www kadin-
indonesia.orid). Ini menunjukkan bahwa Grup Bakrie dan Kadin  setuju untuk
melaksanakan CSE berstandar 150 di Indonesia, padahal belum ada tindakan yang
cukup signifikan dari pemerintab sendiri. Kadin dalam hal ini juga menginginkan
adanya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan CSE di Indonesia di sesuaikan
dengan pedoman CS5R vang tertuang dalam 130 26000,

Persoalannya, regulasi kegiatan CSR di Indonesia yang terkandung dalam
ULl Perseroan Terbatas pasal 74 whun 2007 sampai saat ini masih dianggap
bermasalah oleh para akiifis CSR dan dunia usaha. Selain belum adanya aturan
operasional berupa peraturan pemerintal (PP), kewajiban dalam melaksanakan
kegiatan CSR terscbul hanya dibebankan pada perseroan terbatas vang bergerak
pada pengelolaan sumber daya alam. Padahal kewajiban CSK scbenarnya melekat
di semua organisasi dalam pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Banyak
kolangan menilai DPR  tidak  mempunyai  kompetensi yang cukup  dalum
merumuskan regulasi CSR. Selain itu, tidak adanya keterlibatan para ahli CSR dan
konsultas: publik juga dianggap melemahkan konsep atran yang ada.

konsep CSR yang diterjemahkan sebagai Tanpgpungjawab Sosial dan
Lingkungan (TISL) dalam UL Perseroan Terbatas cenderung mengarah pada
kegiatan  community  development (CD)  dan lingkungan dianggap sebagai
pelaksanaan CSR dalam anti sempit dibandingkan lingkup CSR vang digagas
dalam 150 26000. Sclain i beban pendanaan CSR yang bersifat afterprofit juga
menual kontroversi dimana beaya CSR dibebankan pada sebagian laba dar tahun
sehelumnya sehingga substansi CSR justru akan hilang ketika perusahaan tidak
melakukan kegiatan CSR dengan alasan,

sementarn itu, konsep tanggungjawab sosial yang tertuang dalam 150
26000 bentitik tolak dari s kelola (Corporate Governance ) yang baik dimana
setiap  organisasi  harus  memperhatikan  performance  organisasinya  secar
menyeluruh, Kualitas tata kelola yang baik akan tercermin pada kebijakan dan
aktifitas operasional di semua bidang kerjanya termasuk jalinan kerjasama dengan
semua stakeholder relevan. Hal ini seperti pendapat Monk & Minow dalam Sison
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(1998) bahwa tata kelola dalam arli luas dipahomi sebagai hubungan antarn
pemegang saham, manajemen dan dewan komisans dalam menentukon arah don
performa korporasi.

Sementara 1lu konsep CS5R vong diterjemahkan sebagai tanggungjawab
sostal dan lingkunpsn (TISL) oleh pasal 74 UL Mo 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas cenderung mengortikon CSR dalam arti sempit  dengan
meletakkan dasar pada konsep Three Bottom  Line, yaitu keterkaitan antara
perusahaan, lingkungan dan masyarakat dimana ini hanyva mermpakan bagian kecil
dan konsep yang tertuang dalam S0 26000, Konsep im cenderung menckankan
output dari kegiatan CSK vang nda di cksternal perusahasn dengan menilai dampak
aktifitas operasional terhadaop masyarakat dan lingkungan serta mengabaikan
kepiatan yane sifatnya internal dan komponen biava yang dikeluarkannya,

Fesenjangon konsep CSR di 150 26000 dan UL PT membuat dunia usaha
bingung dalam mengaplikasikan  pedoman CSR di perusahaan mereka. Sebagai
usaha vang bergerak di [ndonesia, mereka wajib memenuhi semua bentuk regulasi
yang ada, namun pedoman intemasional tentu menjodi hal yang scharusnya
diperhitungkan walau sifat aturnnnya tdak mengikat. Berbagm bentuk penolakan
dilakukan para aktivis CSR dan pengusaha. Beberapn perusahnan  bahkan
menggugat regulasi terschut di Mahkamah Konstitusi, Ini berkaitan dengan
pemahaman pada konsep CSR vang lebih bersifat kesukarelaan daripada sebuah
kewajiban. Tanppungjawab sosial vang bersifat sukarcla dianggap lebih ctis dan
bahkan manfaatnya mampu melebihn kewajiban regulasi. Perbedaan-perbedaan
inilah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan.

Konsep CS5R dalam [50 26000

IS0 26000 mcerpakan pedoman standar tanggungjawab  sosial secarn
internasional. Pedoman imi disediakan wntuk organisasi pemerintah, bisnis, dan
masvarakat dalam pelaksansan pembangunan berkelanjutan vang  berdimensi
ckonomi, sosial dan lingkungan. Dalam hal ini semua organisasi diasumsikan
mempunyai tanggungjawab berkaitan dengan segala hal yang diakibatkan oleh
kebijakan dan kegistan operssional mereka termasuk aktifitas relationship dengan

para stakcholder, baik internal maupun eksternal Namun demikian, fungsi 150
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20000 sebagai pedoman kegiatan langgungjawab sosial  tidak mengikat seperti
(50 9001 dan 14001 wvang berorientasi pada senilikasi organisasi. [SO 26000
hanya menyediakan standar implementasi berdasarkan proses kesepakatan bersama
dart 450 ahh dan 210 peneliti dari 99 negara, dan 42 organisasi terkait. Harapan
dari para partisipan dari perumus 130 26000 adalsh adanya pedoman dalam : (1).
Konsep, batasan defimsi tanggungjawab sosial; (2). Latar belakang, trend dan
karakterisiik tanggungjawab sosial; (3}, Prinsip-prinsip dan prakiek berkaitan
dengan  tanggungjewab  sosial; [4). Subyek inti  dan isu-isu  dan
tanpgpungjawab  sosial;  (5). Integrasi, implementasi dan  promosi  perilaku
tanggungjawab  sosial melalui  organisasi, kebijakan dan prakicknya dalam
lingkungan terpengarb; (6). Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan
ditkutsertakan dalam kegiatan; (7). Pengkomunikasian komitmen, performa, dan
informasi lain berkanan dengan tanggungjawab sosial (150;2010).

Sebagai sebuah pedoman, 150 26000 sebaiknya dikomunikasikan kepada
para  pemangku kepentingan wtama dalam  kegiatan CSR yailu : Industr,
Pemerintah, Karyawan (buruh), Konsumen, LSM (NGO), dan SSRO (service
suppord, researehl and  others). Pengkomunikasian kepada para  pemangku
kepentingan (stakeholder) ini sangat penting tidak hanya dalam upaya mencapai
keberhasilan program CSR, tapi juga dalam menciptakan hubungan organisasi-
pemangku kepentingan yang lebih harmonis.Dalam perspektil’ komunikasi, CSR
merupakan  bagian  dam upaya  pembangunan  kepercayaan pemangku
kepentingan/publik terhadap organisasi demi keberlanjutan usaha (susteinable
business).

Peran CSR o delam  dimensi  harmomi  hubungan  organisasi-pemangku
Kepentingan melibatkan sistem  manajemen dan kamkier kepemimpinan vang ada
di dalamnya, Mostovicz and Kakabadse dalam  Tdowu & Louche (2011}, melihat
keterkaitan erat antara peran  kepemimpinan organisasi dalam  membangun
kepercayaan publik melalui kegiatan CSR. Faktor kepemimpinan akan sungat
menentukan gerak manajemen dalam organisasi dalam sistem tata kelola secarn
menyeluruh. Kepemimpin dan tata kelola organisasi yang baik akan menciptakan
kepercayaan publik vang tinggi dan mewujudkan reputasi baik dari organisasi.

Pelaksaanaan tanggungjowab sosial dalam [SO 26000 secara garis besar

22 Jurnal llmu Kemunikasi PROTEFIK, Volume 4, No. 2, Okiober 201




mehibatkan 7 subyek inti (core  sudyects),  wailu: tata kelola  organisasi
(organizational governanee), hak-hak asasi manusia (heman righis), penanganan
burub { labowr praciices), lingkungan {the environmeny), prakiek operasional vang
Jupur dan adil { fair opervating practices) isu-isu konsumen fconsumer issues) dan
keterlibatan  serta pengembangan  komunitas  (community  imvelvement  and
development). Subyek-subyek yang ada dalam CSR masing-masing tidak berdiri
sendin-sendin, melainkan menjadi satu kesatuan integral dimana satu lain saling
ketergantungan (interdependence).

Tata kelola organisasi yang baik berkaitan dengan bagaimana organisasi
tersehut menata strukiur secara efektif dan bagaimana proses pembuatan kebijakan
dilakukan.secara benar dan adil mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate
Grovernance yaitn Transparency, Accountability, Responsibiliy, Independency &
Fairmess.  Lembaga Ecologin (2001} dalam  buku  berjudul “Handbook for
Implementers of IS0 260007, Global Guidance Standard on Social Responsibility™
menjelaskan sebagai berikut ;

The principles are: accountability fmaking sure that people wheo act for
the beesiness are held respensible jor thetr actions), transparency {openness in
explaining how the business operates, makes decisions, handles money, etc.),
ethical conduct {treating others with honesty and fifrness), consideration af
stakeholders” inferests, and obeving the laws.

Penckanan tanggungjawab yang melipuli berbagai aspek penting diatas
menunjukkan bahwa semuwa kebijakan dan  aktifitns  operasional organisasi
merupakan tunnan dari sistem tata kelola organisasi yang pada akhirnva akan
menentukan kualitas tanggungjawab sosial yang diembannya.

Tanggungjawab sosial organisasi yang menghormati hak asasi manusia
berpegang teguh pada prinsip-prinsip: pemberian perhatian serius berkaitan dengan
dampak aktifitas operssional organisast pada hak-hak asasi manusia (Dwe
diligence), langgungjawab berkaitan dengan resiko vang mungkin diakibatkan oleh
situast di organisasi terhadap hak asasi manusia ( fuman rights risk situations,
Aveidance of complicity, menyelesaikan keluhan-keluhan pemanghku kepentingan
berkmitan dengan hak-hak asasi (Resofving gricvances), mengantisipasi hal-hal
vang  bersifar - diskriminatif  dan  pensnganan  kelompok-kelompok  rentan
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(Discrimination & vulnerable wroups), . penghormatan terhadap hak-hak sipil dan
politik  yang dimiliki  masing-masing individu (Civil and  political  rights), |
penghormatan terhadap hak ckonomi, sosial dan budaya masyarakat (Economic,
social and cultwral rights).dan hak-hak dasar karyawan ketika di tempat kL‘ﬂ-HI
{Fundamental rights ai work) Hal-hal  tersebut dilakukan untuk menempatkan
manusia sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya.

Tangeungjawab organisasi dalam penanganan buruh meliputi :pemenuhan
kewajiban organisasi terhadap parn pekerja dan menjalin hubungan baik dengan
para pekerja (Emplayment and employment relationships), menyediakan kondisi
kerja yang layak sepenti : upah, jam kerja, libur istirahat mingguan, keschatan dan
serta hak memperoleh upah secara langsung (Conditions of work and social
protection),  mendukung  adanya dialog social dan negosiasi antara  pemilik
organisasi dan para pekerja (Social dialogre), adanya jaminan keselamatan, dan
kesehatan selama bekerja { Health and Safety ar work), pengembangan kapasitas
sumberdaya manusia di tempat kerja (Fuman development and training in the
workplace) Pelaksanaan tanggungjawab terhadap karyawan (buruh) merupakas
konsekuensi etis dari sebuah organisasi yang akan membawa pada relasi positif
antara keduvanya dimana buruh yang hak-haknya terpenuhi akan bekena lebib
maksimal sehingga organisasi akan lebih diuntungkan secara moral, finansis
moupun pencitraan. Dengan  demikian tanggungjawab sosial organisasi/bisnis
terhadap buruh hamus didasari oleh kontrak kerja yang benor.Menurut Vetton
(2007}, dalam wacana kegiatan CSR, hubungan antara karyawan dan perusahaan
harus didasari oleh kontrak kerja {contract of work), bukan kontrak pelay
{contract of service) vang lebih menekankan pelayanan karyawan dalam memben
kepunsan pada majikannya. Hukum kontrak dalam hal ini menjadi alat penting
untuk mewnjudkan keadilan, Rasa percaya dan kepercyoan diri dalam hal i
menurut Vettori menjadi unsur penting. Rasa percaya yang diberikan manajeme
merupakan dukungan yang akan mengangkat kepercaynan diri karyawan dalam
memaksimalkan kemampuan untuk melokukan pekerjaannya.

Tanggungjawab terhadap organisasi/bisnis terhadap lingkungan mencakup ¥
pencegahan polusi akibat aktifitas operasional organisasi (Prevention of pallutic
penggunaan sumber daya secara berkelanjutan (Ststainable resource use), mingas
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dan adaptasi terhadap  perubahan klim (Climate  change  mitigation  and
adaptation) dan - pemuliban dan perlindungan lingkungan alam (Provecifon &
restoration af metiral envieonment, ). Tanggungiawab ini dilakukan agar sumber
daya alam dan bumi bisa dimanfastkan dalam jangka panjang serta menghindari
kerusakan lingkungan yang berpengarub secara global. Pengpunaan sumberdaya
alam bukan hanya hak bagi generasi saat ini saja, namun juga generasi-generasi
seterusnya schingga setiap generasi wajib melakukan kontrol dalam penggunaan
sumber-sumber yang ada demi memenuhi hak generasi yang akan datang.

Praktik operasional yang jujur dan adil meliputi ; dukungan dan tindakan
pencegahan  korupsi  (Awd-Corruption),  penghindaran  terhadap  perilaku
pelanggaran hukum, terutama penggunaan pengaruh politik (Responsible political
imalvement),  berkompetisi - dengan  pesaing  sejara  jujur  dan  adil  (Fair
Competition), mempromosiken program tanggungjawab sosial di wilayah-wilayah
yang lerkena dampak akiifitas operasi perusahaan (Promoting social responsibility
it the spheve af influence), menghormati hak-hak kekayaan seperti hak paten, hak
cipla dan lain sehagainya (Respect for property rights), Praktik perasional yang
Jujur dan adil bukan saja untuk kepentingan keberlanjutan  usaha, api juga
memberikan  kesempatan pada semua  stakeholder dan lingkungan terpengaruh
ikut berkembang secara berkelanjuton.

Tanggungjawab sosial dalam penanganan isu konsumen mencakup
Pemasaran dan penggunsan iklan yang jujur dan adil (Fair marketing and
advertizing), memberikan informasi produk secara fakial dan prakiek kontrak
obyektil dan adil (factual and unbiased information and fatr contracinal practices),
memberikan proteksi keschatan dan keamanan konsumen dalam  penggunaan
produk (Protecting consumers’ health & safetv), mempriorias konsumsi secara
berkelanjutan (Sustainable  consumption), memberikan layvanan dan dukungan
konsumen yang baik(conswmer service and support)), dan penyelesaian sengketa
berkaitan dengan produk (dispute resofution), perlindungan data konsumen dan
prbadi (consumer data protection and privacy), akses ke lavanan penting (access
fo essential services), pembenan pendidikan dan kesadaran dalam penggunaan
produk secara benar (educartion and awareness),

Tanggungjawab dalam pelibatan dan pengembangan masyarakal mencakup
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tanggungjawab  terhadap perkembangan dan kesgjahteraan masyarakal sebuah
orgamsasi atau  perusahaan  beroperasi. Kegiatan ind antara lain melipoti
Penghormatan terhadap hukum serta prakiek-prakick yang ada di masyarakal sertn
menjalin hubungan yvang baik dengan apamtur pemenntah setempat (Community
development and involvemens), Pemaksimalan  rekruitmen tenaga kenga  dari
komunitas lokal dan pengembangan keterampilan karvawan yang ada (Employment
creation & skills development), bekerja sama dengan masyarakat lokal (universitas
atau lembaga lain) dalam penggunaan dan pengembangan teknologi baik untuk
kepentingan  korporasi  maupun  pengembangan  masyarakat  (Technology
developmens) , menghormati dan - mempromosikan  kebudayaan local  sera
mendukung pendidikon di semua level, mendukung program keschatan masyarakat
dan  memfiasilitasi akses keschatan  masyarakat  (Education and  Health),
bekerjasama  dengan supplier dalam  wsaha  peningkatan pendapatan  dan
kesejahternan  masyarakat (Wealth and income creation), membangun akses
masyarakal dengan kegiatan seperti pembangunan infrastrukiur serta menggiatkan
kegiatan organisasi yang bersilin Glanropi (Social investment).

IS0 26000 mensyamtkan 7 prinsip longgungjaowab  yvang  scharsnya
dipenuhi oleh organisasi antora lain: akuntabilites, tranparansi, penlaku ets,
penghormatan  pada  kepentingan  sfakefiolder, kepatuhan  terhadap  hukum,
penghormatan  terhadap norma pertlaku internasional penghormatan  terhadap
HaM. Akuntabilitas dalam hal imi ditujukkan dengan pembuktian bahwa organizasi
bersangkutan 1elah melakukan sepala seswatu dengan benar. Akuntabilitas harus
dilakukan arganisasi terhadap scluroh stakeholder,

Prinsip transparansi menuniol  organisasi untuk  menyalakan seluruh
keputusan dan aktivitasnya vang memiliki dampak otas stakeholder dan lingkungan
secarn transparan. Keterbukaan harus bersifat “clear, accwrate and complete™ atas
seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.

Prinsip berperilaku etis menuntut organisasi untuk berperilaku etis dengan
menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas sepanjang waktu. Perilaku elis
Juga harus ditunjukkan dengan pengembangan struktur tata kelola yang mendorong
perilaku etis, pembuaton don pengaplikasian standar perilaku etis, dan sccara tems
menenes meningkatkan standar perilaku etis,
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Prinsip penghormatan terhadap kepentingan stekeholder menuntut  organisasi
untuk menghormati  dan  menanggapi  kepentingan  selurul  stakelolder-
nya.Proses i meliputi kegintan  identifikasi, tanggapan tethadap kebutuhan,
pengenalan hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta pengenalan kepentingan
yang lebil luas terkait  dengan  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable
development).

Prinsip kepatuhan terhadap hukum menuntut organisasi untuk mematuhi
hukum yang berlaku, Dalam hal ini organisasi harus patuh pada semua regulasi,
memastikan seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan kerangka hukum yang
relevan, patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial,
dan mengetahui perubahan perubahan dalam regulasi,

Prinsip penghormatan terhadap norma hukum intermasional menuntut
organisasi mengacu pada hukum internasional bilamana  hukum nasional di
negaranya dalam implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi
lingkungan dan sosialnya.

Kontroversi Kebijakan CSR di Indonesia

Kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan diswr dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tahun Pasal 74 ayat (4) tentang Persercan Terbatas. Pasal |
Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(selanjutnya disebut UU PT) memakai istilah Tanggung Jowab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) sebagni penyetaraan istilah Corporate Social Responsibility
(CSR).

CSR dalam UU PT yang merujuk pada UU Penanaman Modal (PM)
diartikan sebagai "komitmen persercan uniuk berperan serla dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkotkan kualitas kehidupan dan lingkungan
vang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya”. Ini kurang sesvai dengan pedoman CSR vang
tercantum - dalam 150 26000 vang mengakomodasi kepentingan organisasi
pelaksana dan semua stakeholder-nya sedangkan TISL wversi UU PT hanva
menyentuh aspek perseroan, masyarakat dan lingkungan,

Kegiatan tanggungiawab sosial bagi organisasi atau perusahaan menipakan
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komsekuensi etis yvang schagai akibat dari aktifitas operasional yang mereka
lakukan. CSR sebagal konsckuensi etis seharusnya muncul karcna kesadaman dari
organisasi/bisnis uniuk melaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini
bisa dikaji melalui asumsinya Brady (2005), bahwa pada dasarnya korporasi adalah
bagian dari wargs masyarakat, baik dalam ari sempit (local), mavpun global
(dunia).Sebagai warga masyarakat, korporasi scharusnya berpenlaku layaknya
masyarakal yang menjalin hubungan dengan warga masyarakat lainya (pemangku
kepentingan). Menunut Brady, pemangku kepentingan dari korporasi tidak hanya
individu, kelompok atau organisasi saja, tapi juga termasuk lingkungan, Ini didasan
pada hubungan antara kepentingan profit korporasi, masyarakat dan lingkungan
{bumi) dimana lingkungan juga mempakan bagian penting dan pembangunan
berkelanjutan yang memberi keuntungan pada korporasi tapi juga membutuhkan
perlakuan tertentu. Oleh karena itu, kesadaran korporasi dalam tanggungjawab
sosial merupakan sesuat yang mutlak.

Kesadaran akan menimbulkan dorongan perilaku vang sifatnya fleksibel
dengan kondisi organisasinya masing-masing. Kegiotan yang dilakukan karcna
schuah kesadaran justru akan bermasalah ketika dipaksa untuk menjadi sebuah
kewajiban. Kewajiban melakukan CSR oleh pemerintah dan DPR melalui UL
Perseroan  Terbotas justru  dianggap memsak  kesadoran terhadap TSR dan
mendorong mercka melakukannya untuk sekedar mengguggurkan kewajiban,
padahal CSR berbasis kesadaran dianggap lebih baik dibandingkan karena tuntutan
kewajiban berbasis aturan dan batasan-batasan tertentu.  Kewajiban yang diberikan
pada usaha-usaha terientu dalam hal ini justre dianggap bermasalah dimana
organisasi‘dunia usaha sangat bervariasi dan muncul dengan potensinya masing-
masing. Implikasinya, perusahoan yang merasa bahwa regulasi vang tidak sesuai
dengan kondisi perusahaan akan mencoba untuk menghindan tangpungjawab dan
cenderung untuk melakukan pelanggaran. Jika dikaji dan pemyataan mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiggie (2010}, nampaknya negara  sengaja
mengubah status tanggungjawab sosial kepada kewajiban hukum , namun dalam
hal ini tidak memberikan rumusan secara jelas bagian tanggungjawab yang mana
vang hams dilaksanakan perusahaan dalam  konteks  struktur  pelaksanaan
tanggungjawah social negar terhadap rakyatnyva. Hal ini jelas akan memunculkan
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kecurigaan balwa CSR sebagai kewajiban sebagai bagian dan scenario pelembaran
beban negara kepada dunia industr.

UL tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 ayal 1 hanva member
kewajiban TISL pada perseroan di bidang dan/atan berkaitan sumber daya alam
(SDA) saja, padahal CSR pada dasarnya adalah kewajiban semua organisasi.
Kewgzjiban yang melekat pada perseroan vang mengolah sumber daya alam pada
akhimya lebih banyak terkonsentrasi pada efek lingkungan berkaitan dengan
operasional kKerja perusahaan dan peningkatan daya hidup komunitas sckitar
{community development). Fenomena ini jika dibandingkan dengan pedoman CSR
pada 130 26000, hanyalah sebagian kecil dari tanggungjawab yang dibebankan
pada organisasi  selain  tanggungjawab-tanggungjawab  lain  berkaitan dengan
slakeholder lain di lingkup organisasi tersebut baik internal maupun eksternal,
Vanberg dalam Sacconi & Blair (2011) menyvebuinya sebagai kontrak sosial antara
perusahaan dengan para stakeholdernya. Kontrak sosial ini adalah wujed usaha
memuaskan masing-masing pihak. Ini sesuai dengan tujuan utama CSE menurut
Llewellin dalam May, Cheney & Roper (2007), yaitu memperoleh penerimaan
publik demi hak perusahsan uniuk tetap eksis dan terus beroperasi, Usaha
organisasi dalam mewujudkan kegiatan CSR berdasarkan konirak sosial scbagai
bagian dari relasi usaha akan meghasilkan vpaya yang maksimal demi kepuasan
masing-masing pihak.

Batasan  tentang perscroan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang bagaimana saja yang wajib
melakukan TISL, menurut AF. Elly Erawaty (www.djpp.depkumham.go.id),
dianggap tidak tfidak jelas. Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT maupun rasional
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan beberapa industr belum
cukup. Hal imi disebabkan definisi dan luas lingkep dan kegintan wsaha vang
mengelola dan memanfastkan sumber daya alam (SDA), dan/atan vang berdampak
pada fungsi kemampuan SDA schagaimana discbut dalam Penjelasan Pasal 74 avat
(1) UL PT dapat ditafsirkan secara luas tergantung pada klasifikasi dari sumber
daya alam itu sendin.

Sumber daya alam dapat dikstegorikan berdasarkan jenisnya antara lain:
SDA hayati seperti tambuhan, hewan, mikry organisme, dan non hayati seperi
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bahan tambang, air, wdam, baw. Sumber daya alam juga dapat diklasifikasi
herdasarkan sifatnya yailu SDA vang dapat diperbahans, misalnya air, tumbuhan,
hewan, hastl hutan; dan SI3A yang ek dapat dibaharui seperti minyak bumi,
batubara, timah, gas alam. Adapula sumber daya alam yang tak terbatas jumlahnya
sepertl simar / tenaga surya, air laut, dan udara, Selain itu, sumber daya alam juga
bisa dilihat dari kegunasn dan pemantasannya seperti SI3A penghasil bahan baku
vang terdin dari hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian; dan SIDA penghasil
energi semisal ombak, panas bumi, arus sungai, tenaga surya, minyak bumi, gas
bumi, dan sshagainya, Persoalannya, karakteristik SDA dalam momusan Pasal 74
ayat (1) tdak jelas.

Uratan di alas menunjukkan bahwa kewajiban pada perusahasn yang
bergerak di bidang SDA saja masih bermasalah, padshal konsep pewajiban
kegistan CSR sendiri masih  belum bisa diterima dimana banyak perusahaan
merasa kegiatan CSR merupakan kegioan bersifat sukarela, Organisast melakukan
CSE scharusnya bukan karenn ada  kewajiban yang memaksa ataupun mengatur
mereka,tapi muncul sebagai bentuk tanggungjawab moral dan etis organisasi,
Aktifis Lingkar Stadi CSR, Tawfik Rahman (www.csrindonesia.com) menyatakan
bahwa pewajiban CSR merupakan bentuk hubungan yang buruk antara dunia usaha
dengon pemerimah. Pelaksanaan CSR bukan sckedar bentuk kepatuban terhadap
regulasi, api kesadarn etika bisnis yang melampau standar regulas:.

Pernyataan dintas sesuai dengan pandangan Holzer (2010), bahwa CSR
merupakan kegiatan yang muncul dari hasil refleksi organisasi/bisnis berdasarkan
moralitas etis yang dimilikinya sebagai akibat dampak kebijakan maupun aktifitas
operasional mereka. Etika dan moral bisnis ini menurut Josef Wickland dalam
Brink (2011) merupakan bagian dari  proses identifikasi dan pemrioritasan para
pemangku kepentingan relevan scbagai bagian dari tim dalam  bisnis. Bentuk
pemroritasan stakeholder menunjukkan bahwa CSR mempakan program yang
bersifat sukarela demi kepentingan bersama perusahaan dan pama stakeholder-rnya.
Dengan prinsip kesukarelaan, maka seharusnya pemerintah lebih menekankan pada
upaya penyadaran terhadap organisasi’ perusahaan dalam kegiatan CSR berbasis
tatn  kelola (corporate government) yang baik daripada sekedar pelaksanaan
kegiatan yang jika dilakukan di bawah paksaanjustru hanya bersifal pengguguran
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kewajiban, Jika pemerintah mempunyai strategi yang tepat dalam membangun
kesadaran korporas:, bukan hanva perseroan terbatas di bidang sumber daya alam
saja, melainkan juga meliputi scluruh organisasi usaha, maka hasil yang akan
diperolch akan sangat luar binsadndustin dengan kesadarannya akan sangat
membantu mengurangi beban-beban pemerintah seperti pengentasan kemiskinan,
pendidikan, lingkungan dan scbagainya tanpa paksaan, dan tanpa kecurigaan
terhadap upaya pengalihan tanggungjawab yang scharusnya jadi beban pemenntah.

Kegiatan tanggungjawab sosial yang dimaksudkan untuk  memenuhi
kewajiban mempunyai potensi negatif unfuk mengejar citra atau publikasi yang
didasarkan pada banyaknya akiifitas daripada kualitas yang dihasilkan. Ini akan
membentuk fenomena yang diistilahkan Ngai Lungsum dalam Utling & Marques
(2010)  schagai CSR-isasi korporasi. CSR-isai dilakukan untuk mencari publikasi
dalam melakukan corporate dan aten product bromding sehingga cenderung
mengabaikan tanggungjawab wvang sesungguhnya dari korporasi. CSR-isasi ini
sekali banyak dilakukan oleh perusahaan dengan memisahkan antara kegiatan CSR
Corporate dan CSR Mearkering, CSR Corporate mengacu pada kegiatan CSR yang
berdampak pada pembenmkan corporate branding/corporate image, sedangkan
CSR Marketing merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kegialan
marketing yang bermuatan sosial. Kegiatan CSR Corporare lebih mumi didorong
oleh kesadoran korpomsi uniuk melakukan kegiatan sosial seperti membantu
korban bencana alam, program beasiswa pendidikan, dan pelestarian lingkungan,
Kegiatan CSE marketing lebih banvak didorong oleh strategi perusahaan untuk
mendatangkan keuntungan dengan program-program sosial seperti promosi yang
menyebutkan  sebagian  keuntungan  dari penjualan produk  tertentu akan
disumbangkan pada  kalangan tertentu.  Windell dalam Hond etall (2007)
menenggarai banyaknya komersialisasi kegiatan C5R untuk kepentingan marketing
dengan menggunokon konsultan, Motif CSR dalam hal ini bukan lagi sekedar
didasari tanggungjawab tapi bisa menjadi kedok pencarian keuntungan dengan
topeng CSR.

Para aktivis Lingkar Studi CSR Jalal, Pamadi Wibowo dan Sonny Sukada
(www csrindonesia.com) mengurai beberapa alasan penclakan terhadap regulasi
dana CSR vang dinnggoap sebapai bentuk kemunduran terhadap inisiatif CSR
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Indonesia.Alasan tersebut antama lain ; (1).Beban dana TSR berdasarkan jumlah
laba bersih didapat tahun sebelumnya merupakan bentuk ketidaktahuan pemerintah
terhadap substansi CSK dimana besarmya dana CSR tiap korporat sangat ditentukan
oleh dampak vang ditimbulkan akibat operasi usaha yang dilakukoan;(2). Regulasi
tersehut mempunyai potensi pemindahan kewajiban pemerintah ke pihak swasta
sebngai bentuk privatisusi sektor publik. Hal ind sangat masuk akal, jika dilihat dan
perhatian pemerintah  yang  cenderung  tercurah  pada  kegiatan TSR yang
berorientasi pemangku kepentingan cksternal dibandingkan kepentingan internal.
Dengan demikian alokasi anggaran CSR internal korporasi jarang dihitung, kecuali
heasiswa, magang dan training, dengan alesan merupakan bagian kegiatan
manajemen. }{3). Lebih dari sat dekade, para pakar bersepakat bahwa kebutuhan
anggaran CSR tidok bisa dibitung secara affer profif. Perhitungan tersebut akan
membuat perusahaan menghindar dari kegiatan CSR sebelum mendapat untung dan
bahkan tidak melakukannya ketika dalam keadaan rugi, ;{4). meregulasi input C5R
berupa dana scbetulnya sangat tidak strategis. Secara umum, meregulasi batasan
kinerjn minimum tentu lebih bermaniaat, dengan menyerahkan pada perusahaan
bagaimana kinerja it dicapai;(3). sebagai manajemen dampak, maka regulasi
terhadap CSR tidaklah bisa dipukul rma untwk seluruh perusahaan. Dompak
masing-masing perusahaan karena proyek yang dijalankan atau operasi kescharan
mercka  adalah  berbeda-beda. Konsckuensinya, jumlah sumberdaya  yang
dicurahkan untuk mengelola  dampak  tersebut  juga  bervariosi, termasuk
proporsinya atas kescluruhan investasi; (6), Kondisi perckonomian Indonesia
sesungguhnya belum juga pulih sepenuhnya dan krisis ckonomi 1997/1998, dan
pewnjiban penyisiban dana CSR bisa membebani perusahaan di luar batas
kemampuannya. Ini bisa berdampak buruk kepada kondisi perusahaan. Perusahaan-
perusahann yang sedang berusaha untuk  meningkatkan daya saingnya justr nksnf
mengalami penurunan daya saing karena bharus menanggung “pajak” tambahan.
Sebagai salah satu solusi, Yenni Mangonting (2010) mengusulkan agar anggaran
tanggung jawab social dijadikan tax  benefit  scbagai bentuk penghargaan
pemerintah terhadap komitmen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan tanggung
Jawab sosial.

Pemerintah sendini sebenarnya sudah memiliki banyak regulasi yang
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berkaitan dengan CSR. Berbagai peraturan di bidang hingkungan, ketenagakerjaan,
perlindungan konsumen termaosuk di dalomnya. Kementerion Negara Lingkungan
Hidup teleh mengatur kinerga lingkungan perusshoan yvang harus dicapai dalam UU
Lingkungan Hidup, serta menvediakan sistem insentif dan disinsentif melalui
proper. Departemen Tenaga Kerja memiliki sejumlah regulasi dalam masalah
ketenagakerjaan, termasuk upah dan keselamatan kerja. Belum lagi regulasi tentang
perlindungan konsumen, dan sederet regulasi lain juga berhubungan dengan CSR
seperti @ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 temang Sumber Daya Adr,
Undang-Undang Nomor 41 whun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gos Bumi. Ada banyak hal vang bisa
dilakukan pemerintah untuk mendorong CSR tanpa perlu meregulasi berapa
sumberdaya finansial yang hams dicurahkan untuknya, Kalau Pemerintah hendak
bersungguh-sungguh hendok mendorong CS5R, pertama-tama hamslah melihat
apakah regulasi yang ada benar-benar berfungsi dalam mendorong kinerja CSR
yang semakin tinggi. Kalau belum, maka berbagai perbaikan perlu dilakukan,

Banyaknyn regulasi berkaiton CSR yang tersebar dalam berbagai UU
termyvata Llidak disertai dengan sanksi vang jelas berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan. Tanpa sanksi vang jelas, maka regulasi tersebut akan menjadi pepesan
kosong yang mudah diabaikan oleh korporasi. DPR dan pemerintah dalam hal ini
perlu energi lebih untuk bisn mensinergikan semua regulasi terkoait CSR untuk
memformulasikannya menjadi sebuah regulast baru ataupun deregulasi tentang
C5R termasuk sanksi-sanksi vang mengikatmya,

Bagaimanapun organisasi yang mempunya anggungjawab sosial terbesar
di negara ini adalah pemerintah, oleh karena itu pemerintah scharsnya mempunyai
blete print yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial, termasuk
porsi masing-masing organisasi yang ada di republik ini, khususnya dunia usaha,
Semua pemangku kepentingan dalam grand desain pelaksana tanggungjawab sosial
harus dikelola dan  diberikan  sosialisasi vang  cukup uniuk  menghindan
kesalahpashaman serta kecurigaan terhadop program moupun  regulasi  vang
mengatumya. Berkaca dan pengelolaan CSR di Inggns (Visser and Matten:2010),
mentern terkait CSR terus menerus menerus mempromosikan dan mendorong
penlaku  berangpungjawab dari korporasi-korporasi di negara i dengan
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hekerjasama dengan LSM (NGO} sebagai bagian dan negara demokrasi yang
paling maju di dumnia.

Penolakan terhodap regulasi merupakan bentuk protes dunia usaha dan
aktifis CSR terhadap pembuat regulasi terutama DPR yang tidak melibatkan pelaku
dunia ussha staupun proses konsultasi publik dalam menggagas undang-undang
yang okan diterap pada korporasi, Inilah yang kemudian memunculkan gugata
kaum pengusoha terhadap regulasi vang ada. Walaupun gugatan itu gagal di
mahkamah konstitusi, namun kaum pengusaha akan mencari jalan-jalan lain untuk
mengapresiosikan  ketidakpuasan mercka Solusi terbaik dalam hal ini adalah
bagaimana mempertemukan sektor publik dan privat dalam menentukan norma-
norma bersama dalam pelaksanaan CSR di Indonesia yang bisa diterima oleh kedua
belah pihak. Hal scperti ini pernah dilakukan oleh Global Impact dan EU"s Multi-
Stakeholder dalam forum CSR untuk menentukan aturan Publik-Privat tentang
CSE { Buhmann, Roseberry & Morsing: 2011). Forum multi-stakehoder tersebut
bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang norma-norma perilaku  bisnis
berkaitan dengan hak-hak azasi manusia dalam bingkai C5R.

Forum privat-publik ini bisa difasilitasi oleh pemerintah sebagai salah satu
pembuat regulasi atou lembaga non pemerintah yang konsentrasi pada kegiatan
. CSR seperti Corporate Fornm of Conmunity Development (CFCD) atau Lingkar
Studi CSR. Proses pencapaion  kesepakatan tentang  norma-norma  dalam
peloksanaan CSR tentu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, karena
berkaitan dengan kepentingan banyak pemangku kepentingan dan penyesuaian
dengan regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan sebelumnya, Organisasi yang
punya tanggungjawab sosial terbesar adalah negara. Penegasan tanggungjawab
sosial negara antara lain terang dalam UL Mo 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Masional, UU No 11 Tahun 2000 Temang Kesejahteraan Sosial,
dan yang UU tentang Badan Penyelenggora Jaminan Sosial (BBIS). Oleh karena
ilu, jika CSR diarahkan scbagai salah saw alat untwk mendukung fungsi
tanggungjawab sosial, pemerintah dan DPR harus tahu bagaimana memposisikan
organisasi/bisnis secara benar dalam struktur program yang akan dilaksanakan
dengan mensinergikan semua regulasi —regulasi tersebut dengan regulasi khusus
vang mengatur tentang CSR,
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Sclain i, Instansi-instansi pemerintah terkait dengan regolasi CS5R seperti
Kementerian BUMMN, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup,
kementerian komunikasi dan informast (Kominfo) dan Kementrian Sosial perlu
melakukon konsolidasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan intemal sebelum
dibahas dalam forum privat-publik. Jika perlu, forum bisa mehibatkan anggota
dewan vang teribat dalam pembustan regulasi CSR. Forum ini diharmpkan bisa
mencapai kesepakatan vang menjadi dasar pembuatan regulasi baru atan deregulasi
terhadap aturan lama.

Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat tentu juga mempertimbangkan pada
standar intermasional, kKhususnya 150 26000 schagai pedoman pelaksanaan
kegiatan CSR._Kesepakatan tersebut nantinya akan jadi pedoman dasar pelaksanaan
program TSR di Indonesia yang sudah diputuskan melalwi proses sinkronisasi
kebijakan nasional dengan aturan-aturan intermasional sesuai dengan prinsip-
prinsip CSR yang tertuang dalam IS0 26000, Sinkronisasi kebijakan CSR akan
memhawa perubahan yvang signifikan pada pelaksanann CSR di Indenesia di masa
vang akan datang.

Kesimpulan

Kegiatan tanggungjawab sosial merupakan perbuatan mulia yang sangal
dianjurkan untok dilakukon aleh semua organisasi/bisnis, pamun demikian kegiatan
CSR i seharusnya diatur denpan regulasi kebijakan wvang tepal menyesuaikan
dengan kondisi yang ada agar tidak menimbulkan penoclakan ataupun perdebatan
panjang mengenai pelaksanaanya. Bagaimanapun juga tanggungjawab sosial utama
terhadap kehidupan masyarakatl dan lingkungan merupakan kewajiban pemerintah
selaku pengelola kehidupan bemegara sepertt vang sudah diamanahkon oleh UUD
45, Pengaturan semua pemangku kepentingan dalam tanggungjawab sosial dalam
repuhlik ini terletak di tangan pemerintah, namun demikian hal ini tidaklah mudah
karena menyangkut kepentingan para sfakefiofder yang terlibat di dalamnya.

Keberadaan regulasi CSR yang termakmb dalam UU No 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbaias dirnsa masih banyak kekurangan dan belum bisa
diterima olch banyak kalangan, apalagi belum ada peraturan pemeriontah vang
memberikan pedoman sccara lebih detill, Selama regulasi nasional dirasa belum
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cukup memadai, alangkah lebih baik jika orgamisasi’ perusahaan mengacu pada
pedoman vang lebib tinggei vaitn di level intermasional. Dalam hal ini, kehadiran
150 26000 seharusnya memjadi pilihan realistis sebagail pedoman untuk menyusun
alaupun  penyesumian  regulasi temtang  tanggungjawab sosial dan lingkungan.
Konsekuensinyva, pemerintah juga hamus mengakun kebermdasn kegiatan C5R vang
ada di internal organisasi perusahaan yang berarti juga menggunaken alokasi
anggaran CSR perusahaan yvang bersangkutan, Pemerintah tidek perlu khawati
terhadap penvimpangan anggaran, sepanjang mekanisme kontrol dan pelaporan
dilakukan secara benar. Selain itu pemenniah juga perlu mempertimbangkan
komposisi minimal dana CSR dan beban pajak yang ditanggung korporasi agar
tidnk terlalu membemikon.  Negam (Pemerintah don DPR)} sebaiknya
mempertimbangkan wsulan Yenni Mangonting untuk mengurangi beayva CSR
sehapmi heban pajak (fav benefir), sebagal penghargasn terhadap komitmen
perusahaan dalam kegiatan CSR, karena bagaimanapun kegiatan terscbut juga
merupakan upaya membantu mengurangi beban Negara sebagai penanggungjawahb
tertinggi dalam kesejahteraan sosial.

Ini menjadi momentum vang tepal sebelum peramran pemerintah (PP)
temtang pelaksanaan TISL dikeluarkan pemerintah. Pembuat regulasi seharusnya
duduk bersama dengan dunia industri dan para aktifis serta ahli CSE untuk
membuat  kesepakatan-kesepakatan bersama  tentang hukum don norma yvang
berkaitan dengan CSR. Regulasi yang dimomuskan berdasarkan proses kescepakatan
pembuat regulast (pemernntah-DPR) dan industri tdak akan rentan terhadap
penolakan. Jika regulasi baru yang berpedoman dengan 150 26000 ini berhasil
diwujudkan, maka Indonesia akan memasuki scbuah era baru dalam pelaksanaan
tnggungjawab sosial dengan sinergi antarn pelaksanaan tanggungjawab Negara
don dukungan kuat darn organisasi/bisns.

Regulnsi vang tepat dan strategi promost yang batk pada semua organisas:
di negen ini akan membuat sebuah yang  luar binsn dimana organisasi publik dan
prvat bisa bahu  membahu dalam kegiatan langgungjawab sosial schingga
kesgjahteraan akan terealisasi baik di dalam organisasi, masyarakat, maupun
terpeliharanya lingkungan hidup di negam yang Kita cinta ini.
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